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BAB 1

EENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh
setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai
kesejahteraan. gndidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam
membentuk karakter, keterampilan, wawasan diperlukan dalam menghadapi
tantangan global (Nugraha et al., 2024). Dalam konteks sosial dan ekonomi,
pendidikan juga sering dikaitkan dengan peluang pekerjaan yang lebih baik.
Saat ini, banyak perusahaan maupun instansi pemerintah menetapkan syarat
minimal pendidikan tertentu bagi para pelamar kerja (Dahlan & Anggoro,
2021). Kondisi ini membuat pendidikan menjadi salah satu indikator utama
dalam menentukan posisi seseorang di masyarakat, baik secara ekonomi
maupun sosial. Tidak hanya sebagai alat mobilitas vertikal, pendidikan juga

menjadi sarana untuk memperkuat daya saing bangsa dalam kancah




internasional (Indriyanto, 2012).

Di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan sangat berkaitan erat dengan
meningkatnya angka pengangguran. Ketika masyarakat tidak memiliki
pendidikan yang memadai, mereka sulit untuk bersaing di pasar kerja, yang
menyebabkan pengangguran meningkat (Mulyadi, 2017). Akibatnya, beban
ekonomi keluarga semakin berat dan dapat mendorong keluarga tersebut
masuk dalam kategori miskin. Kemiskinan dan pendidikan menjadi dua aspek
yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Banyak pihak menyebut bahwa
kemiskinan kerap terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, dan
sebaliknya, pendidikan sulit diakses karena adanya kemiskinan (Ali, 2017).
Lingkaran ini menjadi masalah sosial yang terus berulang jika tidak
diintervensi secara sistematis dan adil oleh pemerintah. Selain itu,
ketimpangan akses pendidikan antar wilayah juga memperparah kondisi,
karena daerah-daerah tertinggal cenderung memiliki angka putus sekolah yang
tinggi.

Dalam konteks pemenuhan hak pendidikan di Indonesia, kemiskinan
menjadi faktor penghambat yang paling signifikan. Masyarakat miskin sering
kali tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka, baik dari sisi
pembelian perlengkapan sekolah, biaya transportasi, hingga kebutuhan sehari-
hari (Lestari, 2025). Di sinilah peran negara menjadi penting dalam njamin
bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, dapat
menikmati hak dasar tersebut dan memiliki akses yang sama terhadap
pendidikan. Pemerintah tidak hanya berkewajiban memberikan layanan
pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses
secara adil dan menyeluruh oleh setiap anak bangsa. Secara umum, dalam

periode sepuluh tahun terakhir %gkat kemiskinan di Kota Surabaya cenderung




mengalami penurunan.
Tabel 1. 1 Jumlah Presentase Penduduk Miskin Kota Surabaya
Tahun 2015-2024
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2015 418.930 165,72 582
2016 438.283 161,01 563
2017 474.365 154,71 539
2018 530.178 140,81 4,88
2019 567.474 130,55 4,51
2020 592.137 14567 5,02
2021 611.466 152,49 523
2022 652.540 138.21 472
2023 718.370 136,37 4,65
2024 742.678 116,62 396

Sumber: surabayakota.bps.go.id

Berikut tabel 1.I diatas merupakan mlah penduduk miskin maupun
persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya
mengalami penurunan selama periode 2015 hingga 2024. gada tahun 2015,
jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 165,72 ribu jiwa, kemudian
menurun menjadi 116,62 ribu jiwa pada tahun 2024. Dengan demikian, terjadi
pengurangan sebesar 49,1 ribu jiwa. Selain itu, sentase penduduk miskin
juga mengalami penurunan dari 5,82 persen pada tahun 2015 menjadi 3,96

persen pada tahun 2024, atau turun sebesar 1,86 poin persentase.

Sebagai salah satu bentuk perlindungan %ial di bidang pendidikan,
pemerintah menyelenggarakan Program Indonesia Pintar. Pelaksanaan
program ini didukung oleh Peraturan Wali Kota grabaya Nomor 3 Tahun
2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah.
Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses serta kualitas
pendidikan di Kota Surabaya, sekaligus emberikan bantuan biaya pendidikan

kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Eogram Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan pendidikan yang




diberikan kepada anak usia sekolah antara 6 hingga 21 tahun yang berasal dari
keluarga miskin maupun rentan miskin. Program ini juga ditujukan kepada
pemegang Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga
Harapan (PKH), anak yatim piatu, penyandang disabilitas, serta anak yang
terdampak bencana alam atau musibah lainnya. Melalui program ini,
pemerintah berupaya mendukung keberlangsungan pendidikan dan
mengurangi risiko putus sekolah pada kelompok masyarakat yang

membutuhkan.

%.rtu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai identitas penerima
bantuan pendidikan dalam Program Indonesia Pintar yang bertujuan
mengurangi angka putus sekolah akibat faktor ekonomi. Namun, pelaksanaan
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program ini di Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, masih
menghadapi beberapa kendala. Masih ditemukan siswa dari keluarga mampu
yang menerima KIP, sementara terdapat siswa dari keluarga kurang mampu
ang belum terdaftar sebagai penerima bantuan. Padahal, program ini
ﬁjukan untuk membantu peserta didik dari keluarga miskin agar

memperoleh akses pendidikan yang layak.




Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Peserta Didik yang Lolos dan Tidak Lolos
Seleksi KIP

Berdasarkan grafik diatas Permasalahan yang timbul di lapangan
mencerminkan adanya ketidaktepatan dalam pendataan dan seleksi
penerima manfaat. Sejumlah keluarga miskin yang seharusnya berhak
menerima Kartu Indonesia Pintar justru tidak terdata, sementara ada pula
siswa dari keluarga yang tergolong mampu justru mendapatkan bantuan
tersebut (Herlinawati et al., 2018). Ketidaktepatan ini disebabkan oleh
penggunaan data lama, minimnya verifikasi di lapangan, serta praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme gh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kondisi ini memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat, serta
menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah dalam hal
pemerataan pendidikan (Triyas ef al., 2023). Ketidakakuratan data yang
menjadi dasar pemberian bantuan berisiko membuat kebijakan yang
seharusnya adil menjadi tidak tepat sasaran.

Tabel 1. 2 Permasalahan Pendataan Penerima KIP

No Kendala Masalah Spesifik Frekuensi | Presentase
(%)

1. Status Ekonomi | Keluarga terkategori sudah mampu 10 43.5%

2. Validasi Data Nik kosong atau format tidak sesuai 6 26,1%

3. Kriteria Gaji orangtua melebihi batas max (5 2 8,7%
Penghasilan juta)

4. Integritas Sistem | Data Identitas tidak ditemukan di 2 8,7%
Pusat




5. Validasi NISN tidak Valid atau tidak diisi 1 4,3%
Identitas

6. Status Duplikasi | Identitas sudah terdaftar pada SK lain 1 4.3%

7. Ketentuan Rekening tidak aktif (siswa kelas 1 4,3%
Perbankan akhir)

Total 23 100%

Kelurahan Gunung Sari merupakan salah satu wilayah di Kecamatan
Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dengan luas wilayah 1,63 km? dan jumlah
penduduk mencapai 14.015 jiwa, sehingga memiliki kepadatan penduduk yang
cukup tinggi yaitu sekitar 8.625 jiwa’km? (BPS Kota Surabaya, 2023). Kondisi
kependudukan ini menggambarkan perlunya perhatian serius dalam bidang
pelayanan publik, termasuk pendidikan, karena kepadatan populasi sering kali
menimbulkan kesenjangan akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai.
Secara demografis, Gunung Sari memiliki karakteristik yang beragam, baik
dari sisi usia produktif maupun tingkat pendidikan, sehingga menjadi

gambaran nyata tantangan yang dihadapi dalam pemerataan pendidikan.

Berdasarkan data registrasi penduduk tahun 2024 menunjukkan bahwa
sebagian warga Gunung Sari belum mendapatkan pendidikan yang layak.
Terdapat 2766 jiwa yang belum atau tidak pernah sekolah dan 697 jiwa yang
tidak tamat SD, sementara yang berhasil menyelesaikan pendidikan dasar
hanya 1.184 jiwa. Pada jenjang menengah pertama, terdapat 1.387 jiwa tamat
SLTP, dan pada jenjang menengah atas sebanyak 6.009 jiwa tamat
SLTA/sederajat. Untuk jenjang pendidikan tinggi, jumlahnya relatif lebih
kecil, yakni 112 jiwa lulusan D1/D2, 302 jiwa lulusan D3, 1.430 jiwa lulusan




S1, 84 jiwa lulusan S2, dan hanya 6 jiwa lulusan S3 (BPS Kota Surabaya,

2023). Gambaran ini memperlihatkan masih adanya ketimpangan dalam

pencapaian pendidikan masyarakat, di mana kelompok dengan pendidikan

rendah masih mendominasi, sementara jumlah yang berhasil melanjutkan ke

pendidikan tinggi relatif terbatas.
Tabel 1. 3 Data Jiwa Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kelurahan

Gunung Sari

©

Pendidikan Laki-laki Perempuan | Total
TIDAK/BELUM
1. | SEKOLAH 1398 orang | 1368 orang | 2766 orang
BELUM TAMAT
2. | SD/SEDERAIJAT 361 orang 336 orang 697 orang
3. | TAMAT SD/SEDERAJAT | 482 orang 702 orang 1184 orang
4. | SLTP/SEDERAJAT 658 orang 729 orang 1387 orang
5. | SLTA/SEDERAJAT 3157 orang | 2852 orang | 6009 ang
6. | DIPLOMA /I 46 orang 66 orang 112 ang
AKADEMI/DIPLOMA
7. | IIIISMUDA 127 orang 175 orang | 302 orang
8. | DIPLOMAIV/STRATA1 | 654 orang 776 orang 1430 orang
9. | STRATAII 53 orang 31 orang 84 orang
10. | STRATAIII 2 orang 4 orang 6 orang

63

Sumber: pemerintahan.surabaya.go.id




Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan serta adanya
beberapa fenomena yang telah terjadi, memunculkan ide dan pemikiran yang

membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

"Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Sebagai Upaya
Pemenuhan Hak Pendidikan gl Kelurahan Gunungsari Kecamatan

Dukuh pakis Kota Surabaya”.

E Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan
permasalahan yakni “Bagaimankah Implementasi gogram Kartu Indonesia
Pintar( KIP) sebagai upaya pemenuhan hak Pendidikan di kelurahan

Gunungsari kecmatan Dukuh pakis Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian
Untuk menganalisis implementasi program Kartu Indonesia Pintar
(KIP) dalam menjamim pemenuhan hak pendidikang kelurahan Gunungsari

kecamatan Dukuh pakis Kota Surabaya.

ﬁ Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai manfaat teoritis dan
juga manfaat praktis. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai referensi
pembaca dan juga bermanfaat sebagai perkembangan ilmu social dan ilmu

politik khususnya seputar implementasi kebijakan.

42
Sedangkan secara praktis, manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk

menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai masalah yang diteliti
serta diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan msukan bagi kelurahan

Gunungsari kecamatan Dukuh pakis.




Manfaat penelitian bagi masyarakat yaitu agar masyarakat dapat
mengetahui peningkatan kualitas hidup dan pengurangan kemiskinan dapat

diciptakan dari kesejahteraan Pendidikan.







ﬂBIV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek utama dalam penelitian ini difokuskan pada wilayah administratif
Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukyhs Pakis, Kota Surabaya, yang
menjadi lokasi implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Kelurahan Gunungsari merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Dukuh
Pakis dengan luas wilayah 1,63 km? dan jumlah penduduk mencapai 14.015
jiwa, sehingga memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi yaitu sekitar
8.625 jiwa’km? (BPS Kota Suraba ya, 2023). Pemilihan lokasi ini didasarkan
pada adanya fenomena ketidaktepatan penyaluran dana KIP di wilayah
tersebut, di mana masih terdapat siswa dari keluarga mampu yang menerima
bantuan, sementara siswa dari keluarga tidak mampu justru tidak terdaftar
sebagai penerima manfaat.

4.1.1 Profil Kelurahan Gunungsari

23
Kelurahan Gunungsari %rupakan salah satu kelurahan yang?erada di

wilayah Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya. Secara geografis, Kelurahan
ini memiliki luas wilayah sebesar 1,63 km® dengan batas-batas administratif
sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Pakis,
sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Baratajaya, sebelah Selatan
berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Kupang, dan sebelah Barat berbatasan
dengan Kelurahan Putat Jaya.

Berdasarkan data BPS Kota Surabaya tahun 2023, jumlah penduduk
Kelurahan Gunungsari mencapai 14.015 jiwa, dengan kepadatan penduduk
sekitar 8.625 jiwa/km?® Kondisi kependudukan yang cukup padat ini
menjadikan Kelurahan G gsari sebagai salah satu kawasan yang
memerlukan perhatian serius dalam hal pelayanan publik, khususnya di bidang
pendidikan. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi salah satu
ipstrumen kebijakan yang sangat relevan untuk menjamin pemenuhan hak
pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu di wilayah ini.




Gambar 4.1 Halaman Depan Kelurahan Gunungsari, Surabaya
Sumber : Peneliti Sendiri

Dari aspek tingkat pendidikan penduduk, data registrasi tahun 2024
menunjukkan bahwa terdapat 2.766 jiwa yang belum atau tidak pernah sekolah,
697 jiwa yang tidak tamat SD, dan 1.184 jiwa yang hanya menyelesaikan
pendidikan dasar. Gambaran ini memperlihatkan masih adanya ketimpangan
dalam pencapaian pendidikan masyarakat di Kelurahan Gunungsari, sehiggga
program bantuan pendidikan seperti KIP menjadi sangat krusial untuk
memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang layak.

4.1.2 Profil SDN Gugungsari sebagai @nerima Program Kartu
Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh
Pakis Kota Surabaya

SDN,Gunungsari | merupakan salah satu Sekolah Dasar Negeri yang
berlokasi di Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, @ta Surabaya.
Sekolah ini menjadi salah satu lokasi penerima dan penyalur Program Kartu
Indonesia Pintar (KIP) di wilayah Kelurahan Gunungsari. Sebagai sekolah
negeri yang melayani masyarakat di sekitar kelurahan, SDN Gunungsari [
memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa siswa dari keluarga kurang
mampu dapat mengakses bantuan pendidikan melalui program KIP.

Dalam struktur organisasinya, SDN Gunungsari [ dipimpin oleh
seorang Kepala Sekolah yang bertanggung jawab atas pengelolaan
administrasi sekolah termasuk pendataan dan penyaluran dana KIP kepada
siswa yang berhak. Di bawah kepala sekolah, terdapat tenaga pendidik dan




kependidikan yang turut berperan dalam proses verifikasi data dan
pendampingan siswa penerima KIP melalui program SIPINTAR. Koordinasi
antara pihak sekolah dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan kelurahan
menjadi kunci keberhasilan penyaluran program ini.

Gambar 4.2 Halaman Depan SDN Gunungsari |

Sumber : Peneliti Sendiri

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, SDN Gunungsari | memiliki
sejumlah siswa yang terdaftar sebagai penerima manfaat Program KIP. Namun
demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan
ketidaktepatan sasaran, di mana terdapat siswa dari keluarga yang secara
ekonomi tergolong mampu masih menerima bantuan KIP, sementara sebagian
siswa dari keluarga tidak mampu belum berhasil didata sebagai penerima
manfaat melalui aplikasi SIPINTAR dalam implementasi Program KIP masih
mengalami beberapa kendala teknis maupun administratif. Salah satu kendala
yang sering terjadi yaitu sistem aplikasi yang mengalami gangguan atau down
terutama pada saat periode penginputan maupun pembaruan data penerima
KIP. Kondisi tersebut menyebabkan proses pendataan dan verifikasi siswa
menjadi te bat karena pihak sekolah tidak dapat mengakses sistem secara
maksimal. Selain itu, jaringan internet yang kurang stabil juga mempengaruhi
kelancaran penggunaan aplikasi sehingga proses input data sering
membutuhkan waktu yang lebih lama.




Gambar 4.3 Website Program SIPINTAR
Sumber : pip.kemendikdasmen.go.id

Berdasarkan gambar diatas permasalahan lain yang ditemukan yaitu masih
adanya orang tua atau wali murid yang kurang memahami penggunaan website
program dan sistem administrasi berbasis digital. Sebagian orang tua
mengalami kesulitan saat login atau mengakses informasi terkait Program KIP
karena keterbatasan pemahaman teknologi. Selain itu, masih kurangnya
penyuluhan atau sosialisasi secara menyeluruh mengenai tata cara penggunaan
SIPINTAR dan prosedur pengajuan KIP menyebabkan beberapa wali murid
merasa bingung dalam proses pengajuan bantuan dan proses pengecekan
sampai pencairan. Kemdisi inilah yang menjadi fokus penelitian ini untuk
dianalisis lebih lanjut menggunakan teori implementasi George Edward II1.

4.2 Penyajian Data Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menyajikan temuan lapangan yang ?analisis
dasarkan empat variabel teori Implementasi Kebijakan George Edward I11.
ata diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi
yang dilakukan di Kelurahan Gunungsari dan SDN Gunungsari | Kecamatan
Dukuh Pakis Kota Surabaya.




4.% Komunikasi

Komunikasi merupakan variabel pertama dalam teori igaplementasi
George Edward III yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan
Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari. Dalam teori
ini, komunikasi yang efektif mensyaratkan adanya transmisi informasi yang
jelas, konsisten, dan tepat sasaran dari pembuat kebijakan kepada para
pelaksana di lapangan maupun kepada masyarakat penerima manfaat.

Ibu Dwi Kartika Setiawaty, Smk.H. (Staf Pelayanan Kesejahteraan Kelurahan
Gunungsari) menginformasikan:

“Kalau untuk Program KIP itu, pihak kelurahan membantu masyarakat
terutama orang tua siswa terkait informasi pengajuan bantuan, syarat-syarat
administrasi, sampai?ndataan calon penerima manfaat. Biasanva syvarat
vang diminta seperti Kartu Keluarga (KK), KTP orang tua, akta kelahiran
anak, Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) atau DTKS jika ada, serta NISN siswa
vang harus valid. Informasi biasanyva disampaikan lewat pihak sekolah,
RT/RW, atau masyarakat datang langsung ke kelurahan untuk bertanya terkait
KIpP.”

“Sekarang pengajuan KIP juga berkaitan dengan aplikasi SIPINTAR untuk
pengecekan data penerima bantuan. Jadi pihak sekolah dan kelurahan ikut
membantu apabila ada masyarakat yang bingung terkait prosesnya. Tetapi
selama di lapangan masih ada beberapa kendala, Mbak. Kadang aplikasinya
error atau down saat banyak yang mengakses. Selain itu masih ada orang tua
siswa vang kesulitan login atau menggunakan aplikasi karena belum terlalu
paham teknologi.”

“Kendala lainnya sekarang proses penerima KIP juga semakin ketat, Mbak.
Jadi penerima bantuan diprioritaskan dari keluarga kurang mampu dan
terdata dalam DTKS aggu kategori keluarga sejahtera dengan penghasilan
tertentu. Kadang ada masvarakat yang merasa lavak menerima bantuan,
tetapi tidak lolos karena pada pendataan dianggap masih mampu. Misalnya
ada keluarga vang memiliki cicilan kendaraan atau barang tertentu, sehingga
dalam pendataan dianggap kondisi ekonominya masih cukup. Selain itu ada
Jjuga kendala data siswa yang belum sinkron, misalnya NISN tidak valid atau
datanya belum masuk di sistem. Jadi proses pengajuan bantuan harus
diperbaiki dulu datanya oleh pihak sekolah atau operator. Karena itu pihak




kelurahan tetap koordinasi dengan sekolah supaya proses pengajuan dan
penyaluran KIP bisa berjalan lebih baik. ™

Bapak Aidil Setiawan, S.Pd. (Staf TU SDN Gunungsari I) menginformasikan:

“Pihak sekolah biasanya membantu menyampaikan informasi Program KIP
kepada orang tua siswa, mulai dari persyaratan, jadwal pengumpulan berkas,
hingga tahapan administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan.
Informasi biasanya disampaikan melalui wali kelas dan grup WhatsApp orang
tua siswa.”

“Kami juga membantu melakukan pengecekan data siswa seperti NISN dan
dokumen administrasi lainnya. Namun, masih ada kendala seperti data siswa
vang belum sinkron dan sebagian orang tua yang masih kurang memahami
penggunaan aplikasi SIPINTAR.”

“Untuk mengatasi hal tersebut, sekolah terus berkoordinasi dengan pihak
kelurahan dan ginas Pendidikan serta memberikan pendampingan kepada
orang tua agar proses pendataan dan penvaluran KIP dapat berjalan dengan
lancar.”

Ibu Dian (Orang Tua Siswa Penerima Manfaat KIP) menginformasikan:

“Menurut saya informasi tentang Program KIP itu sudah ada, tapi kadang
masih bikin bingung, Mbak, terutama untuk orang tua yang kurang paham
sistem online. Waktu awal pengajuan saya juga sempat bingung alurnya
bagaimana dan cara cek bantuan di aplikasi.”

“Saya tahu informasi KIP dari pihak sekolah sama media sosial. Pernah juga
tanya langsung ke kelurahan. Selain itu saya pernah mengalami kendala waktu
mau cek data bantuan karena aplikasinva susah diakses dan jaringan
internetnya kurang stabil.”

ﬂrdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas
Kelurahan Gunungsari, diketahui bahwa sosialisasi Program KIP kepada
masyarakat telah dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, antara lain
melalui pengumuman di kantor kelurahan, penyebaran informasi melalui
RT/RW, serta sosialisasi langsung di lingkungan sekolah. Namun demikian,
masih ditemukan kendala dalam hal kejelasan informasi yang diterima oleh




sebagian masyarakat, terutama terkait kriteria dan prosedur pendaftaran
penerima KIP.

Koordinasi antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya, pihak kelurahan,
dan SDN Gunungsari I sebagai sekolah penerima program juga menjadi aspek
penting dalam dimensi komunikasi. Dalam praktiknya, alur komunikasi dari
pusat hingga ke tingkat sekolah dan masyarakat masih menghadapi beberapa
hambatan, terutama dalam hal kecepatan dan ketepatan penyampaian
informasi terkait pembaruan data penerima KIP. Hal ini berdampak pada
terjadinya kesenjangan antara data yang dimiliki pusat dengan kondisi riil di
lapangan, sehingga berpotensi menyebabkan ketidaktepatan sasaran penerima
manfaat.

92.2 Sumber Daya

Variabel kedua dalam teori implementasi George Edward IIT adalah
sumber daya (resources), yang mencakup sumber daya manusia, anggaran,
sarana dan prasarana, serta kewenangan yang diperlukan dalam pelaksanaan
suatu kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi prasyarat
mutlak bagi keberhasilan implementasi Program KIP di Kelurahan Gunungsari.

Ibu Dwi Kartika Setiawaty, S.H. (Staf Pelayanan Kesejahteraan Kelurahan
Gunungsari) menginformasikan:

“Dalam pelaksanaan Program KIP, para pelaksana seperti pihak sekolah,
operator sekolah, dan pihak kelurahan berupaya memberikan pelayanan dan
pendampingan kepada masyarakat terkait proses pengajuan bantuan.
Pelaksana juga membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam
pengecekan data maupun penggunaan website SIPINTAR.”

“Namun selama pelaksanaannya masih ada beberapa kendala, Mbatk,
terutama karena banyvak masyarakat yang datang secara bersamaan untuk
mengurus bantuan KIP, sehingga pelaksana harus menangani banyak
pengajuan dalam waktu yang sama. Selain itu, terkadang masih terdapat
miskomunikasi terkait informasi persyaratan maupun pembaruan data karena
tidak semua masyarakat langsung memahami penjelasan yang diberikan.”




“Pelaksana juga harus menyesuaikan proses pendataan dengan ketentuan
vang ada pada sistem dan data DTKS. Jadi apabila ada masyarakat yang
datanya belum sesuai atau belum masuk dalam kategori penerima bantuan,
pihak pelaksana tidak bisa langsung memasukkan sebagai penerima KIP dan
harus mengikuti prosedur yang berlaku.”

“Selain proses pendataan, pelaksana juga membantu memberikan informasi
terkait pencairan anggaran bantuan KIP kepada orang tua siswa. Dana
bantuan dicairkan melalui Bank BNI sesuai ketentuan pemerintah dan
digunakan untuk membantu kebutuhan pendidikan siswa. Dalam proses
pencairannya terkadang masih ada kendala seperti keterlambatan informasi
pencairan atau orang tua siswa yang masih bingung terkait prosedur
pengambilan dana bantuan.”

Bapak Aidil Setiawan, S.Pd. (Staf TU SDN Gunungsari I) menginformasikan:

“Dalam mendukung pelaksanaan Program KIP, sekolah berperan dalam
membantu pengelolaan data siswa yang diusulkan sebagai calon penerima
bantuan. Kami memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian data siswa
sebelum diajukan sesuai ketentuan yang berlaku.”

“Untuk menunjang pelaksanaan program, sekolah memanfaatkan fasilitas
vang tersedia seperti komputer dan akses internet. Namun pada waktu tertentu,
proses penginputan maupun pengecekan data dapat terkendala apabila sistem
mengalami gangguan atau akses jaringan kurang stabil.”

“Selain itu, jumlah petugas yang menangani administrasi program masih
terbatas karena harus menjalankan tugas sekolah lainnya secara bersamaan.
Meskipun demikian, pigmk sekolah tetap berupava memberikan pelayanan
vang maksimal agar proses pendataan dan penyaluran bantuan dapat
berjalan dengan baik.”

Ibu Dian (Orang Tua Siswa Penerima Manfaat KIP) menginformasikan:

“Menurut sava pihak sekolah dan kelurahan sudah cukup membantu
menjelaskan terkait Program KIP. Waktu sayva bingung mengenai proses
pengajuan dan pengecekan bantuan, pihak pelaksana membantu memberikan
arahan.”




“Namun kadang sava masih merasa bingung karena informasi yang diterima
cukup banyak dan prosesnva harus menyesuaikan dengan data yang ada di
sistem.”

“Untuk pencairan bantuan juga dibantu penjelasannya oleh pihak
sekolah.dan bank, tetapi kadang informasi pencairan tidak langsung diketahui
sehingga sava harus bertanya lagi ke sekolah atau mengecek sendiri melalui
website.”

Berdasarkan hasil wawancara dari segi sumber daya manusia, pihak
kelurahan dan sekolah memiliki keterbatasan jumlah personel yang menangani
administrasi Program KIP. Petugas yang ditugaskan untuk melakukan
verifikasi dan validasi data penerima KIP juga merangkap tugas-tugas
administratif lainnya, sehingga proses pendataan dan pembaruan data tidak
dapat dilakukan secara optimal dan tepat waktu. Kondisi ini berpotensi
menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakakuratan data penerima
manfaat Program KIP.

Dari aspek anggagan, Program KIP di tingkat kota Surabaya
diimplementasikan melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023
yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan
Daerah. Penyaluran dana KIP dilakukan melalui mekanisme transfer langsung
ke rekening siswa penerima melalui Bank penyalur yang ditunjuk. Meskipun
mekanisme penyaluran ini telah terstruktur dengan baik, namun masih
ditemukan kendala teknis seperti rekening yang tidak aktif atau data identitas
siswa yang tidak valid, sehingga menghambat kelancaran pencairan dana
bantuan, serta masih banyaknya orang tua siswa yang masih bingung dalam
proses pengajuan hingga pencairan.

4.2ﬂ)isp osisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan variabel ketiga yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut George Edward
IlI. Disposisi yang baik dari para implementor ditandai dengan adanya
komitmen, kejujuran, dan demokratisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya
sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.




Ibu Dwi Kartika Setiawaty, S.H. (Staf Pelayanan Kesejahteraan Kelurahan
Gunungsari) menginformasikan:

“Dalam pelaksanaan Program KIP, para pelaksana seperti pihak sekolah,
operator sekolah, dan pihak kelurahan berupaya menjalankan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksana memiliki tanggung jawab untuk
membantu masyvarakat dalam proses pengajuan bantuan, pengecekan data,
maupun memberikan informasi terkait pencairan dana KIP.”

“Selain itu, pelaksana juga berusaha bersikap responsif terhadap masyarakat

vang mengalami kendala dalam proses pengajuan bantuan. Jadi ketika ada
orang tua siswa yang belum memahami alur pengajuan atau mengalami
kesulitan dalam pengecekan data di website SIPINTAR, pihak pelaksana tetap
memberikan arahan dan penjelasan agar masyarakat lebih memahami
prosedur vang berlaku.”

“Namun dalam pelaksanaannya, pelaksana tetap harus berpegang pada
aturan dan data yang sudah ditetapkan dalam sistem. Jadi apabila terdapat
masyarakat yang datanya belum sesuai, belum masuk DTKS, atau dianggap
belum memenuhi kategori penerima bantuan, pihak pelaksana tidak dapat
langsung menetapkan sebagai penerima KIP dan harus mengikuti prosedur
vang berlaku.”

Bapak Aidil Setiawan, S.Pd. (Staf SDN Gunungsari I) menginformasikan:

“Pihak sekolah selalu berupaya menjalankan Program KIP sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan membantgmyoses pendataan siswa yang
diusulkan sebagai penerima bantuan. Namun dalam pelaksanaannya masih
terdapat beberapa kendala yang memerlukan perhatian bersama.”

“Masih ada masyarakat yang mempertanyakan penetapan penerima bantuan
karena ditemukan kondisi di mana ada siswa yang dianggap layak menerima
tetapi tidak memperoleh bantuan, sementara terdapat penerima yang
menurut pandangan masyarakat dinilai memiliki kondisi ekonomi yang lebih
baik. Kondisi tersebut sering menimbulkan keluhan dan pertanyaan dari
orang tua siswa.”

“Selain itu, proses verifikasi penerima sangat bergantung pada data yang
tersedia dalam sistem. Oleh karena itu, apabila terdapat data yang belum




diperbarui atau belum sesuai dengan kondisi sebenarnya, hal tersebut dapat
memengaruhi ketepatan sasaran penerima bantuan.”

“Kami berharap proses pendataan dan verifikasi ke depan dapat dilakukan
secara lebih optimal sehingga penyaluran Program KIP benar-benar
diberikan kepada siswa yang membutuhkan dan dapat mengurangi berbagai
keluhan yang muncul di masyarakat.”

Ibu Dian (Orang Tua Siswa Penerima Manfaat KIP) menginformasikan:

“Menurut saya petugas dari sekolah maupun kelurahan cukup membantu saat
saya mengurus Program KIP. Waktu saya bingung mengenai proses
pengajuan dan pencairan bantuan, petugas menjelaskan dengan baik dan
memberikan arahan terkait langkah yang harus dilakukan. ™

“Selain itu, petugas juga tetap melayani dengan sabar ketika saya bertanya
mengenai data bantuan maupun proses pengecekan di website SIPINTAR.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan petugas kelurahan
dan pihak sekolah, secara umum para implementor Program KIP di Kelurahan
Gunungsari menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam melaksanakan
tugasnya. Mereka memiliki pemahaman yang memadai mengenai tujuan
Program KIP sebagai upaya pemenuhan hak pendidikan bagi siswa dari
keluarga kurang mampu.

Sikap responsif para pelaksana terhadap laporan dan keluhan
masyarakat terkait ketidaktepatan penerima KIP juga perlu mendapat perhatian.
Beberapa orangtua yang menyampaikan pengaduan terkait ketidaksesuaian
penerima manfaat menyatakan bahwa tindak lanjut atas pengaduan mereka
masih lambat dan kurang memuaskan. Hal ini mencerminkan perlunya
peningkatan komitmen dan tanggung jawab para implementor dalam
menjawab aspirasi masyarakat demi memastikan program berjalan tepat
sasaran.




92.4 Struktur Birokrasi

Variabel keempat dalam teori implementasi George Edward III adalah
struktur birokrasi, yang mencakup Standard Operating Procedure (SOP) dan
fragmentasi kewenangan antar lembaga yang terlibat dalam implementasi
suatu kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu kaku atau terfragmentasi dapat
menjadi penghambat keberhasilan implementasi program.

Dalam implementasi Program KIP di Kelurahan Gunungsari, terdapat
beberapa instansi yang terlibat secara bersamaan, yaitu Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di tingkat pusat, Dinas
Pendidikan Kota Surabaya, pihak kelurahan, SDN Gunungsari [ sebagai
sekolah penerima program, dan Bank penyalur yang ditunjuk pemerintah.
Banyaknya instansi yang terlibat ini menuntut adanya koordinasi yang kuat
dan mekanisme komunikasi yang jelas antar pihak agar program dapat berjalan
dengan optimal.

bu Dwi Kartika Setiawaty, S.H. (Staf Pelayanan Kesejahteraan Kelurahan
Gunungsari) menginformasikan:

“Dalam pelaksanaan Program KIP, pembagian tugas antar pelaksana sudah
cukup jelas, Mbak. Pihak sekolah biasanya bertugas melakukan pendataan
siswa, pengecekan kelengkapan berkas, serta membantu proses pengajuan
bantuan. Kemudian pihak kelurahan membantu pelayanan administrasi dan
memberikan informasi kepada masyarakat terkait prosedur Program KIP.
Selain itu, pelaksanaan Program KIP juga berkoordinasi dengan Dinas
Pendidikan dan Kemendikbud karena data penerima bantuan harus
menyesuaikan ketentuan dari pemerintah pusat.”

“Selain itu, dalam pelaksanaan Program KIP juga sudah ada prosedur dan
tahapan yang harus dijalankan oleh pelaksana. Mulai dari proses pendataan
siswa, verifikasi data, pengecekan DTKS, sampai proses pencairan bantuan
melalui Bank BRI semuanya mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Jadi
pelaksana harus bekerja sesuai prosedur agar proses penyaluran bantuan
dapat berjalan tertib.”

“Kalau terdapat kendala seperti data siswa belum sinkron, NISN tidak valid,
atau data belum masuk dalam sistem, biasanyva pihak sekolah dan kelurahan
akan melakukan koordinasi dengan operator sekolah, Dinas Pendidikan,




maupun pihak Kemendikbud. Jadi antar pelaksana saling bekerja sama
supava proses pengajuan bantuan tetap bisa diproses sesuai ketentuan.”

Bapak Aidil Setiawan, S.Pd. (Staf SDN Gunungsari I) menginformasikan:

50
Dalam pelaksanaan Program KIP, %fap pihak memiliki tugas dan tanggung
Jjawab masing-masing. Pihak sekolah berperan dalam mengumpulkan dan
memeriksa kelengkapan data siswa sebelum disampaikan kepada instansi
vang berwenang untuk diproses lebih lanjut.”

“Pelaksanaan program ini memerlukan koordinasi antara sekolah, kelurahan,
dan Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, setiap usulan atau perbaikan data
tidak dapat langsung diproses saat itu juga karena harus melalui beberapa
tahapan pemeriksaan dan verifikasi terlebih dahulu.”

“Biasanya orang tua siswa ingin segera mengetahui hasil pengajuan atau
pencairan bantuan, tetapi pihak sekolah juga harus menunggu informasi dari
instansi terkait. Lama prosesnya tidak selalu sama, bisa beberapa hari hingga
beberapa minggu tergantung kelengkapan data, proses verifikasi, dan jadwal
penetapan penerima bantuan.”

“Meskipun demikian, pihak sekolah tetap berupayva memberikan informasi
terbaru kepada orang tua siswa dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan
agar pelaksanaan Program KIP dapat berjalan dengan baik.”

Ibu Dian (Orang Tua Siswa Penerima Manfaat KIP) menginformasikan:

“Waktu sava mengurus Program KIP, pihak sekolah menjelaskan kalau setiap
tahapan pengajuan memang harus mengikuti prosedur yang sudah ada. Jadi
saya diminta melengkapi data terlebih dahulu sebelum bantuan diproses.”

“Kalau ada data yang kurang sesuai atau belum masuk sistem, biasanya saya
diarahkan untuk memperbaiki dulu datanva. Jadi menurut sava prosesnyva
memang mengikuti aturan yang sudah ditentukan dari pihak sekolah maupun
sistem KIP.”

Berdasarkan temuan di lapangan Standard Operating Procedure (SOP)
yang mengatur tata cara pendataan, verifikasi, darg;enyaluran dana KIP sudah

tersedia dalam bentuk regulasi yang jelas. Namun dalam praktiknya,




implementasi SOP tersebut masih menghadapi berbagai kendala teknis di
lapangan. Proses verifikasi yang membutuhkan banyak tahapan dan
keterlibatan berbagai pihak seringkali memakan waktu yang cukup lama,
sehingga menghambat ketepatan waktu penyaluran bantuan kepada siswa yang
berhak menerimanya.

Meskipun Eamikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa
kendala yang menyebabkan proses penyaluran bantuan membutuhkan waktu
yang cukup lama. Keterlambatan tersebut umumnya terjadi karena proses
verifikasi dan validasi data harus dilakukan secara bertahap dan melibatkan
beberapa pihak yang berbeda. Data yang diajukan oleh sekolah harus diperiksa
kembali kesesuaiannya dengan data yang terdapat dalam sistem pemerintah,
termasuk data kependudukan dan data kesejahteraan sosial yang menjadi dasar
penentuan penerima bantuan.

4.3 Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya tentang Program
Kartu Indonesia Pintar (KIP) dilaksanakan melalui kerja sama antara pihak
sekolah, kelurahan, Dinas Pendidi@y serta pemerintah pusat melalui
Kemendikbud dengan mengacu pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 3
Tahun 2023. Berdasarkan hasil wawancargesdan observasi lapangan,
implementasi kebijakan Program KIP dianalisis menggunakan teori George C.
Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur

birokrasi.

4.3.1 Analisis Kinerja Kebijakan Program KIP

Analisis kinerja kebijakan dilakukan berdasarkan %ri implementasi
kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya,
disposisi, damy struktur birokrasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan
Gunungsari Kota Surabaya telah berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang
ditetapkan sebagai berikut:




1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara, aspek komunikasi dalam
implementasi Program KIP telah berjalan baik dan berhasil. Pihak sekolah,
kelurahan, serta Dinas Pendidikan berupaya menyampaikan informasi
terkait Program KIP kepada masyarakat melalui sosialisasi langsung,
media sosial, maupun penyampaian informasi melalui RT/RW dan pihak
sekolah. Informasi yang disampaikan meliputi persyaratan pengajuan
bantuan, prosedur pendataan, pengecekan bantuan, hingga proses
pencairan dana KIP. Selain itu, masyarakat juga memperoleh informasi
terkait penggunaan website SIPINTAR yang digunakan untuk membantu
pengecekan data penerima bantuan. Pihak sekolah dan kelurahan turut
membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam penggunaan
sistem tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian, komunikasi dalam implementasi
Program KIP dapat dikatakan cukup baik karena informasi telah
disampaikgss kepada masyarakat melalui beberapa media. Namun
demikian, masih terdapat masyarakat terutama orang tua siswa yang belum
sepenuhnya memahami prosedur pengajuan bantuan dan penggunaan
website SIPINTAR sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi secara
lebih menyeluruh.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kelurahagg&unungsari,
pihak sekolah, dan orang tua siswa penerima manfaat, aspek sumber daya
dalam implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan
Gunungsari at dikatakan belum berhasil. Hal ini terlihat dari masih
terbatasnya sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan
program. Petugas yang menangani administrasi dan pendataan KIP di
sekolah maupun kelurahan tidak hanya berfokus pada Program K1[y tetapi
juga merangkap tugas administratif lainnya. Kondisi tersebut
menyebabkan proses pelayanan, verifikasi, dan pembaruan data penerima
bantuan belum dapat dilakukan secara maksimal.

Selain itu, banyaknya masyarakat yang mengajukan bantuan dalam
waktu yang bersamaan membuat beban kerja pelaksana semakin tinggi.
Akibatnya, proses pendataan dan verifikasi data membutuhkan waktu yang
lebih lama serta berpotensi menimbulkan ketidaktepatan data penerima




manfaat. Meskipun pihak sekolah dan kelurahan telah berupaya

memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat,

keterbatasan sumber daya yang dimiliki menunjukkan bahwﬂelaksanaan

Program KIP di Kelurahan Gunungsari belum sepenuhnya didukung oleh

?nbcr daya yang memadai sebagaimana yang dikemukakan dalam teori
eorge C. Edward IIL.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana menjadi salah satu faktor penting
dalam implementasi Program KIP. Berdasarkan hasil wawancara, pihak
sekolah, operator sekolah, dan pihak kelurahan menunjukkan komitmen
dalam membantu masyarakat selama proses pengajuan bantuan
berlangsung. Pelaksana berupaya memberikan pelayanan, arahan, dan
pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kendala dalam proses
pendataan maupun pengecekan bantuan. Selain itu, pelaksana juga
berusaha menjalankan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
pada sistem dan data DTKS. Sikap responsif pelaksana terlihat ketika
masyarakat mengalami kesulitan terkait data siswa, penggunaan website
SIPINTAR, maupun proses pencairan bantuan KIP.

Berdasarkan hasil penelitian, disposisi pelaksana da dinilai
cukup baik karena pelaksana memiliki tanggung jawab dan komitmen
dalam menjalankan Program KIP. Namun demikian, masih terdapat
beberapa masyarakat yang merasa bingung terhadap prosedur pengajuan
bantuan sehingga diperlukan peningkatan pelayanan dan pendampingan
kepada masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kelurahan Gungmgsari,
pihak sekolah, dan orang tua siswa penerima manfaat, aspek struktur
birokrasi dalam implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di
Kelurahan Gunungsari dapat dikatakan belum berhasil. Meskipun telah
tersedia Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur proses
pendataan, verifikasi, validasi, hingga penyaluran bantuan serta adanya
pembagian tugas yang jelas antara sekolah, kelurahan, Dinas Pendidikan,
Kemendikbud, dan bank penyalur, pelaksanaannya masih menghadapi
berbagai kendala. Proses administrasi yang harus melalui beberapa tahapan




dan melibatkan banyak instansi menyebabkan pelaksanaan program belum
berjalan secara efektif.

Kondisi tersebut terlihat dari lamanya proses verifikasi dan validasi
data penerima bantuan karena setiap usulan harus diperiksa kembali
kesesuaiannya dengan data yang terdapat dalam sistem pemerintah. Selain
itu, apabila ditemukan ketidaksesuaian data, proses pengajuan harus
menunggu perbaikan dan pemeriksaan ulang sebelum dapat dilanjutkan ke
tahap berikutnya. Akibatnya, masyarakat sering kali harus menunggu
cukup lama untuk mem leh informasi terkait hasil pengajuan maupun
pencairan bantuan. Hal i1 menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam
implementasi Program KIP di Kelurahan Gunungsari masih belum berjalan
secara optimal sehingga diperlukan peningkatan efektivitas koordinasi dan
penyederhanaan proses administrasi agar pelaksanaan program dapat
berlangsung lebih cepat dan efisien.

4.3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung

ﬂ(tor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Kartu Indonesia
Pintar (KIP) sebagai upaya pemenuhan hak pendidikan di Kelurahan Gunungsari
Kecamatan Dukuhpakis Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian,
terdapat beberapa faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi
program Kartu Indonesia Pintae (KIP) di Kelurahan Gunungsari Kecamatan
Dukuhpakis Kota Surabaya.

4.3.2.1 Faktor Pendukung

Dalam implementasi Program KIP di Kelurahan Gunungsari, terdapat
beberapa faktor pendukung yang turut berkontribusi pada ﬁerhasilan
program secara umum. Berdasarkan temuan lapangan, tor-faktor

pendukung tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, adanya @ramran Wali Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023
menjadi dasar dan pedoman dalam pelaksanaan Program KIP di tingkat daerah.
Keberadaan peraturan tersebut memberikan acuan yang jelas bagi pihak




sekolah, kelurahan, Dinas Pendidikan, serta pihak terkait lainnya dalam
menjalankan proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan
pendidikan kepada siswa penerima manfaat. Selain itu, dukungan pemerintah

lam pelaksanaan program juga membantu keberlangsungan Program KIP
agar tetap berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Kedua, adanya kerja sama dan Eoordinasi antar pelaksana menjadi

faktor pendukung dalam implementasi Program KIP. Pihak sekolah, operator

kolah, kelurahan, Dinas Pendidikan, dan Kemendikbud saling berkoordinasi

Qa.lam proses pendataan dan pengecekan data penerima bantuan. Selain itu,

pelaksana di lapangan juga membantu memberikan informasi dan

pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses
pengajuan bantuan maupun pengecekan data di website SIPINTAR.

Ketiga, adanya dukungan masyarakat dan kesadaran orang tua terhadap
pentingnya pendidikan turut mendukung pelaksanaan Program KIP. Hal
tersebut terlihat dari antusiasme masyarakat dalam melakukan pengajuan
bantuan pendidikan untuk anak mereka. Selain itu, masyarakat juga cukup
aktif mencari informasi terkait Program KIP baik melalui sekolah, kelurahan,
media sosial, maupun website SIPINTAR sehingga pelaksanaan program
dapat berjalan dengan lebih baik.

4.3.2ﬂ‘aktor Penghambat

Di samping faktor pendukung, implementasi Program KlPmdi
Kelurahan Gunungsari juga menghadapi sejumlah faktor penghambat yang
perlu mendapat perhatian serius dari ua pihak yang terlibat. Beberapa
faktor penghambat yang teridentifikasi gﬂ
sebagai berikut:

am penelitian ini antara lain adalah

Pertama, masih adanya kendala pada data penerima manfaat Program
KIP. Dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa data siswa yang belum
sinkron, seperti NISN yang tidak valid, data siswa yang belum masuk dalam
sistem, pun data DTKS yang belum sesuai dengan kondisi di lapangan.
Kondisi tersebut menyebabkan proses pengajuan dan verifikasi bantuan




menjadi terhambat sehingga penyaluran bantuan belum sepenuhnya berjalan
optimal.

Kedua, keterbatasan pelaksana dalam menangani banyaknya
pengajuan bantuan juga menjadi hambatan dalam implementasi Program KIP.
Pihak sekolah, operator sekolah, dan pihak kelurahan harus menangani proses
pendataan, verifikasi, serta pelayanan masyarakat secara bersamaan sehingga
dalam beberapa kondisi proses pelayanan membutuhkan waktu lebih lama,
terutama saat banyak masyarakat melakukan pengajuan bantuan secara
bersamaan.

Ketiga, kendala teknis pada website SIPINTAR turut menjadi
hambatan dalam pelaksanaan Program KIP. Website terkadang sulit diakses
atau mengalami gangguan ketika digunakan secara bersamaan oleh banyak
pengguna. Selain itu, proses sinkronisasi data antara pihak sekolah, kelurahan,
Dinas Pendidikan, dan sistem pusat juga terkadang membutuhkan waktu
sehingga mempengaruhi proses pengecekan dan pembaruan data penerima
bantuan.

Keempat, masih kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terkait
prosedur Program KIP menjadi faktor penghambat lainnya. Beberapa orang
tua siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami alur pengajuan
bantuan, penggunaga website SIPINTAR, maupun proses pengecekan data
bantuan. Selain itu, terdapat masyarakat yang merasa layak menerima bantuan
namun tidak memenuhi ketentuan yang berlaku karena proses penentuan
penerima KIP saat ini lebih ketat dan harus menyesuaikan data DTKS serta
kondisi ekonomi keluarga.




ﬂBV

PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Kartu
Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Ganungsari dengan menggunakan teori
implementasi kebijakan George C. Edward Ill, dapat disimpulkan bahwa
implementasi Program KIP telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat
beberapa kendala yang menyebabkan aksanaan program belum
sepenuhnya berhasil. Berdasarkan indikator implementasi kebijakan George
C. Edward Il yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur

birokrasi, diperoleh hasil sebagai berikut:

Dari aspek komunikasi, implementasi Program KIP dapat dikatakan
berhasil. Informasi mengenai program telah disampaikan kepada masyarakat
melalui berbagai saluran komunikasi, seperti sekolah, kelurahan, RT/RW,
media sosial, serta pelayanan informasi secara langsung. Selain itu, pihak
sekolah dan kelurahan juga memberikan pendampingan kepada masyarakat
terkait persyaratan administrasi dan penggunaan aplikasi SIPINTAR.

Dari aspek sumber daya, implementasi Program KIP belum berhasil.
Keterbatasan jumlah petugas yang menangani program serta tingginya beban
kerjampelaksana menyebabkan proses pelayanan, verifikasi, dan pembaruan
data belum dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung
pelaksanaan program secara efektif.

Dasi aspek disposisi, implementasi Program KIP dapat dikatakan
berhasil. Hal ini terlihat dari komitmen dan tanggung jawab para pelaksana
dalam membantu masyarakat selama proses pendataan, verifikasi, hingga
penyaluran bantuan. Pelaksana juga berupaya memberikan pelayanan dan
pendampingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari aspek struktur birokrasi, implementasi Program KIP belum
berhasil. Meskipun telah terdapat pembagian tugas dan prosedur yang jelas,
proses verifikasi dan wvalidasi data yang melibatkan berbagai instansi




menyebabkan pelaksanaan program membutuhkan waktu yang relatif lama.
Kondisi tersebut berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam proses
penetapan dan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat.

Secara keseluruhan, implementasi Program KIP di Kelurahan
Gunungsari telah berjalan cukup paik karena terdapat indikator yang berhasil,
yaitu komunikasi dan disposisi. Namun demikian, masih terdapat indikator
yang belum berhasil, yaih sumber daya dan struktur birokrasi, sehingga
pelaksanaan Progra P masih memerlukan perbaikan agar tujuan program
dapat tercapai secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di
atas, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada
berbagai pihak terkait guna meningkatkan efektivitas implementasi Program
KIP di Kelurahan Gunungsari:

Pertama, kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya, disarankan untuk
memperkuat sistem verifikasi dan wvalidasi data penerima KIP dengan
melibatkan peran aktif RT/RW dan tokoh masyarakat setempat. Pembaruan
data secara berkala dan penerapan sistem cross-check dengan data kemiskinan
dari instansi lain seperti Dinas Sosial perlu segera diimplementasikan untuk
meningkat akurasi dan ketepatan sasaran program perlu dilakukan
penguatan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan Program
KIP, khususnya pada proses pendataan, verifikasi, dan pembaruan data
penerima manfaat. Penambahan petugas atau pembagian tugas y lebih
efektif diperlukan agar beban kerja pelaksana tidak terlalu tinggi sehingga
pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal dan tepat
waktu.

Kedua, kepada pihak Kelurahan Gunungsari, disarankan k
menambah personel khusus yang menangani administrasi Program KIP agar
proses pendataan dan verifikasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Pelatihan kapasitas teknis bagi petygas kelurahan dalam penggunaan sistem
informasi KIP juga perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat.




Ketiga, kepada pihak sekolah (SDN Gunungsari I), disarankan untuk
lebih proaktif dalam mendata siswa yang berpotensi menerima KIP namun
belum terdaftar, khususnya siswa dari keluarga tidak mampu yang belum
memiliki akses informasi yang memadai. Koordinasi yang lebih intensif antara
pihak sekolah, kelurahan, dan orang tua siswa perlu ditingkatkan untuk
memastikan tidak ada siswa berhak yang terlewatkan dari program bantuan ini.

Keempat, kepada pemerintah pusat dan daerah, disarankan untuk
mengembangkan sistem integrasi data yang lebih komprehensif antara
Kemendikbud, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan instansi terkait lainnya.
Penggunaan data tunggal yang terintegrasi dan dapat diakses secara real-time
oleh semua pihak yang berkepentingan akan sangat membantu dalam
mengurangi kesenjangan data dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima
Program KIP.

Kelima, kepada masyarakat penerima manfaat, diharapkan untuk lebih
aktif dalam mengakses informasi terkait Program KIP dan melaporkan apabila
terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan penerima manfaat di lingkungan
mereka. Partigipasi aktif masyarakat dalam pengawasan program merupakan
komponen penting dalam mewujudkan tata kelola program bantuan
pendidikan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
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